
 
 
 

PERATURAN 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 33/PERMEN-KP/2013 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN 
PERIKANAN NOMOR PER.09/MEN/2011 TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI  

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN  
DAN PERIKANAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI  KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas 
belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Kementerian Kelautan dan Perikanan pada lembaga 
pendidikan tinggi di bawah Kementerian Kelautan dan 
Perikanan, perlu mengubah ketentuan di dalam 
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.22/MEN/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.09/MEN/2011 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan 
Perikanan; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 
Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 
Nomor PER.09/MEN/2011 tentang Tugas Belajar Bagi 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan; 

   
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890); 

 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 
 
 
 

3. Undang-Undang ...  



2 

 

 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 
tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5073); 

 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);  

 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 126); 

 7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 60/P Tahun 2013; 

 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan     : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 
PER.09/MEN/2011 TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI 
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 
KELAUTAN DAN PERIKANAN. 

 
 
 
 

Pasal I ...  
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Pasal I 

Ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.22/MEN/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan Nomor PER.09/MEN/2011 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1146), diubah sehingga Pasal 13 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 13 

(1) Pada saat PNS dinyatakan diterima untuk pelaksanaan tugas belajar dalam 
negeri, program lembaga pendidikan harus memiliki akreditasi paling 
rendah “B” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT),  
kecuali pada lembaga pendidikan lingkup Kementerian Kelautan dan 
Perikanan.  

(2) Lembaga pendidikan untuk pelaksanaan tugas belajar di luar negeri harus 
dikoordinasikan dengan kementerian yang bertanggung jawab dalam 
bidang pendidikan nasional. 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 16 Desember 2013  

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
 

ttd. 
 
SHARIF C. SUTARDJO 

 
 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Desember 2013   

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
  

ttd. 
  
AMIR SYAMSUDIN  
  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1502 
 


